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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 47§ TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALl KOTA CIMAHI
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman  Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah  Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Cimabhi;



Mengings

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Cimabhi
Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Cimahi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman  Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah  Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah  Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 669);

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2014 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.

(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran,;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dilakukan oleh
Sekolah secara terbuka.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a paling sedikit
memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;



(7)

(8)

(9)

b. tanggal pendaftaran;

¢. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur
prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan

kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam

Dapodik; dan
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
PPDB.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui papan
pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur
pendaftaran dalam PPDB.

Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf d dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang
dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
dihapus.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan PPDB dilarang menambah ruang kelas baru.
(2) dihapus.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18
Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
a. zonasi;

b. prestasi; dan



(3)

(5)

(7)

(8)

(9

C. perpindahan tugas orang tua/wali.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung
Sekolah.

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung
Sekolah,

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling banyak 5% (lima persen)
dari daya tampung Sekolah.

Calon peserta didik dalam satu zonasi hanya dapat memilih 1
(satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi
sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan,
calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui
jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Sekolah dapat menentukan jenis prestasi pada jalur prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b.

Penentuan jenis prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru

selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Kuota zonasi bagi SDN Setiamanah Mandiri 1 mencakup kuota
kesepakatan paling banyak 25% dari jumlah total kuota

keseluruhan jalur zonasi.



5. Ketentuan ayat (1), ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 21 diubah,
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {2
dikecualikan untuk SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3.
(2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kuota
kesepakatan paling banyak 20% dari jumlah total kuota

keseluruhan jalur zonasi.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Jum 2019

WALI KOTA CIMAHI,
Ttd
AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Jun\ 2019

EF\EEFUI:LGH
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR A5



5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4} Pasal 21 diubah,
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dikecualikan untuk SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3.
(2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kuota
kesepakatan paling banyak 20% dari jumlah total kuota

keseluruhan jalur zonasi,

Pasal IT
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,
Ttd
AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2019
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